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Strategi
1. Pencapaian transparansi
dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sumber daya
publik (akhir 2004)
2. Peningkatan efisiensi,
produktivitas dan efektivitas di
pemerintahan (akhir 2004)
3. On-line government (2005)

0

KERANGKA DASAR KTIN

VISI
"Terwujudnya masyarakat madani berbasis TI yang berdaya

saing di tahun 2020 dalam mendukung NKRI"

MISI
1. Menyediakan akses universal terhadap informasi kepada
masyarakat luas secara adil dan merata.
2. Melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara
optimal.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
5. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi,
termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang
mendukungnya

TUJUAN

KEBIJAKAN UMUM
Menerapkan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Memperkuat dukungan dan landasan TI
Membentuk Badan Pengembangan TI Nasional

E-Government for
Good Governance

(2005)

E-Business untuk
Ekonomi Kerakyatan

(2005)

Community-based IT
(2010)

IT for Education
(2010)

E-Democracy
(2010)

Strategi
1. Penyediaan virtual market
bagi pelaku pasar (akhir 2005)
2. Pembinaan dan pelatihan
bagi SME (akhir 2005)
3. Industri TI lokal yang
tangguh (akhir 2005)

Strategi
1. Penyediaan sarana akses
informasi bagi masyarakat
pada semua ibukota
kabupaten (2005) dan
kecamatan (2010)
2. Penyediaan dana dan
investasi pemerintah yang
memberdayakan TI dalam
masyarakat (2002)
3. Peningkatan awareness
masyarakat terhadap
penggunaan TI (2005)
4. Promosi dan peningkatan
riset TI (2005)

Strategi
1. Penyediaan akses untuk
pembelajaran jarak jauh untuk
masyarakat (2010)
2. Pemanfaatan TI dalam
proses pelatihan (2005)
3. Pengenalan kurikulum TI
(2002)
4. Peningkatan kualitas
pengajaran dengan dukungan
TI

Strategi
1. Pencapaian interaksi yang
bebas friksi antara
masyarakat dengan wakil-
wakilnya di pemerintahan
2. Pencapaian transparansi
dalam kegiatan lembaga
perwakilan
3. Pemanfaatan TI dalam
proses demokrasi
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KEBIJAKAN UMUM
1. Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana
2. Dukungan pemerintah berupa insentif dan regulasi
3. Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan
4. Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi masyarakat
5. Melakukan evaluasi bagi pengembangan infrastruktur secara nasional
6. Melakukan pengkajian terbentuknya backbone jaringan infrastruktur nasional
7. Melakukan evaluasi dan memberikan skala prioritas keberadaan infrastruktur
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan dan pemberian sertifikasi
9. Mendorong pertumbuhan industri TI lokal melalui kerjasama industri TI luar negeri

PRINSIP DASAR
1. Standar, untuk mendukung interoperabilitas TI antar organisasi
2. Keamanan, untuk menghindari akses ilegal dan menjaga kerahasiaan, keabsahan dan integritas data.
3. Pengumpulan Data/Informasi, untuk mengurangi usaha dalam pengumpulan data
4. Akses Informasi, untuk menyediakan sarana agar informasi dapat diakses dengan mudah
5. Pemilihan Teknologi, untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna

0.1

KERANGKA PRASARANA KTIN

KONDISI SAAT INI
1. Duplikasi data karena tidak adanya standar, koordinasi dan resource sharing dalam pemanfaatan data.
2. Interoperabilitas sistem yang rendah (tidak ada integrasi sistem) karena perbedaan platform sistem baik dalam
organisasi maupun antar organisasi
3. Prasarana telekomunikasi yang belum memadai : cakupan, bandwidth, tarif
4. Kuantitas & kualitas SDM TI yang rendah serta reward yang kurang memadai bagi SDM TI di pemerintahan
5. Optimalisasi sistem yang rendah karena tidak ada evaluasi investasi : keuangan, kebutuhan & fungsionalitas
6. Dukungan akses informasi bagi masyarakat yang masih rendah
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0.2

KERANGKA HUKUM KTIN

KONDISI SAAT INI
1. Belum adanya aturan mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya dalam bidang TI sehingga
mengakibatkan unit-unit TI khususnya di sektor pemerintah sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah
2. Belum adanya struktur dan status yang jelas dari  unit TI  khususnya di sektor pemerintah sehingga unit TI
tersebut tidak dapat mandiri dalam melaksanakan tugasnya.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur perdagangan elektronis : transaksi & keamanan
2. Kurang memadainya aturan mengenai informasi apa saja yang dapat di-share dengan organisasi lain dan
informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat
3. Regulasi di bidang telekomunikasi yang masih bersifat monopoli
4. Kurang memadainya hukum yang mengatur perlindungan information privacy & computer crime
5. Rendahnya awareness masyarakat untuk menghargai hak cipta produk TI (penggunaan produk bajakan)

KEBIJAKAN UMUM
1. Membenahi pengelolaan keuangan negara, dengan cara :
    - Merubah status unit TI di sektor pemerintah menjadi unit swadana sehingga berwenang untuk menerima
      pendapatan sendiri
    - Merampingkan struktur unit TI di sektor pemerintah dan outsource layanan ke UPT Layanan Informasi
2. Membentuk unit organisasi TI berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Informasi yang memiliki status
Badan Hukum Milik Negara
3. Meratifikasi Hukum Telematika, yang mengatur : kerahasiaan & perlindungan data; HAKI; transaksi secara
elektronik; kejahatan komputer; media, telekomunikasi & penyiaran; konflik antar tata hukum; dan pembuktian
data elektronik
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0.3

KERANGKA ORGANISASI KTIN

KEBIJAKAN UMUM
1. Membentuk Dewan Pengembangan TI Nasional, yang bertugas :
    - Menyusun kebijakan nasional serta strategi TI jangka menengah & panjang, khususnya di lembaga pemerintahan.
    - Mengevaluasi usulan investasi
    - Mengevaluasi kinerja lembaga yang memperoleh investasi pemerintah
    - Mengkoordinasi unit TI di instansi pemerintah
2. Membentuk Sekretariat Badan Pusat Koordinasi TI Nasional, dengan status unit swadana yang bertugas mengelola data & informasi
yang bersifat lintas sektoral (kependudukan, pertanahan, dll)

3. Memberdayakan unit TI untuk m engelola & menyediakan layanan informasi dalam internal organisasi dan kepada masyarakat

Dewan Pengembangan
TI Nasional

Sekretariat Badan Pusat
Koordinasi TI Nasional

Unit TI
Departemen / Non Dept

KONDISI SAAT INI
1. Belum adanya organisasi yang mengatur kebijakan, koordinasi, perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi di
bidang TI dalam skala nasional, sehingga pengembangan Ti menjadi tersegmentasi (tidak terintegrasi)
2. Konsep-konsep TI skala nasional (Nusantara 21, Telematika) yang telah disusun kurang bisa berjalan
karena kurangnya koordinasi
3. Kurangnya pemberdayaan unit TI di organisasi sehingga unit Ti hanya berlaku sebagai cost center dan tidak
mampu menjadi profit center
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0.4

KERANGKA KEUANGAN KTIN

KEBIJAKAN UMUM
1. Menerapkan m ekanisme pendanaan yang partisipatif
2. Menyusun perencanaan strategis untuk investasi TI
3. Menyediakan paket pendanaan yang bersifat kontrak untuk investasi TI
4. Meningkatkan kemampuan untuk menggalang dana pendamping
5. Menerapkan kompetisi berlapis untuk pengajuan investasi
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan yang kredibel terhadap investasi TI
7. Menerapkan transparansi dalam penggunaan dana investasi
8. Menyediakan hibah dana pendamping untuk pembinaan TI dalam masyarakat
9. Mendukung pengadaan dana untuk pemeliharaan pasca implementasi

KONDISI SAAT INI
1. Rendahnya persentase untuk anggaran TI dari anggaran organisasi yang
tersedia sehingga menyebabkan kurangnya dukungan TI terhadap operasional
organisasi (pengadaan, pemeliharaan & pelatihan)
2. Tidak adanya cost benefit analysis dan justifikasi investasi terhadap usulan
investasi TI
3. Rendahnya kemampuan unit TI dalam menggalang dana untuk pengembangan TI
sehingga tidak memiliki sense of belonging terhadap TI yang ada.
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1.1

E-GOVERNMENT FOR GOOD GOVERNANCE

KERANGKA PRASARANA KERANGKA HUKUM KERANGKA ORGANISASI KERANGKA KEUANGAN

Kebijakan Prioritas
1. Pengembangan model prasarana
tingkat pusat dan daerah (akses
informasi, manajemen birokrasi dan
kontrol kegiatan)
2. Penentuan prasarana bersama
antar organisasi pemerintah dalam
melakukan "resource sharing"
3. Penentuan prasarana untuk
sosialisasi kebijakan organisasi
pemerintahan
4. Pemberdayaan IT pada lembaga
eksekutif, legistlatif dan judikatif
untuk publikasi dan akses ke
masyarakat
5. Peningkatan kualitas & kuantitas
SDM untuk memelihara dan
mengembangkan prasarana yang
ada

Kerangka Prasarana
utk E-Gov

Segmen Prasarana

Pengembangan / Transisi
Pengambilan Keputusan

Change Management
Procurement

Asset Management

Standar
Standar Aplikasi

Standar Data
Standar Teknologi

Standar Keamanan
Standar SDM

Model Prasarana
Model Bisnis

Model Aplikasi
Model Data

Model Teknologi

I nvestasi TI
Seleksi
Kontrol

Evaluas i

Pedoman, Proses &
Prosedur utk E-Gov

Kebijakan Khusus
1. Universal Public Access
2. Standar Interoperabilitas
3. Transparansi Penyampaian
Informasi melalui TI
4. Sertifikasi SDM dan data
5. Audit sistem (data dan keamanan)

Peraturan
1. Pelanggaran information privacy
2. Pembuatan, pemrosesan dan
penyebaran informasi
3. Penggunaan & kejahatan
komputer

Struktur Organisasi
Unit pengolahan data, pelayanan

informasi dan pengelolaan TI
(Humas, KPDE)

Fungsi
1. Memberikan pelayanan teknis
penggunaan TI.
2. Merencanakan, mengembangkan
& mengelola TI.
3. Membuat, memproses &
menyebarkan informasi

Wewenang

A c uan Pengelolaan
Investasi TI

Seleksi
Kontrol

Evaluasi

Audit
Investasi TI

1. Evaluasi lingkungan
2. Evaluasi physical & logical
security
3. Evaluasi operasi sistem

Pedoman
1. Audit & indikator tingkat
pemanfaatan TI
2. Persyaratan rencana investasi TI
jangka pendek & pengembangan TI
jangka panjang
3. Persyaratan investasi TI

Standar
1. Kriteria evaluasi investasi TI
2. IT Plan

Prosedur
1. Pengajuan usulan investasi TI
2. Audit & evaluasi investasi TI
3. Pengadaan investasi TI

Proses
1. Pemberian status unit swadana
pada unit pelaksana TI di birokrasi
pemerintah
2. Uji coba proyek "Peningkatan
Kapasitas Kemampuan Pemanfaatan
TI" pada unit pemerintah/lembaga
non departemen
3. Pembentukan tim independen
untuk mengevaluasi usulan
4. Uji coba proyek "Pemberdayaan
Masyarakat untuk Memanfaatkan TI"
di kota/kabupaten dan propinsi
5. Program pembinaan kemampuan
bagi unit TI & kelompok masyarakat
yang relatif tertinggalPengembangan

Sistem Informasi
Perencanaan
Implementasi

Pemeliharaan
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1.2

E-BUSINESS FOR
SMALL & MEDIUM ENTERPRISE

KERANGKA PRASARANA KERANGKA HUKUM KERANGKA ORGANISASI KERANGKA KEUANGAN

Kebijakan Prioritas
1. Penentuan prasarana telematika
yang efektif dan biaya murah
2. Pembentukan pusat prasarana
dan hub situs E-Business dan
komunitas UKM dalam bentuk virtual
society pada setiap propinsi
3. Peningkatan kemampuan
manajemen UKM untuk menghadapi
perdagangan elektronis
4. Pembentukan prasarana untuk
basis komunikasi antar masyarakat
dalam mendukung pelatihan dan
pemanfaatan TI (portal internet dan
on-line services)
5. Perubahan kebijakan sehingga
prasarana bisa menjadi lebih murah
6. Kebijakan yang mendukung riset
TI dan industri TI

Kebijakan Khusus
1. Regulasi untuk E-Business
2. Transparansi pelayanan,
persyaratan & peraturan
3. Pertukaran & pemrosesan data
bisnis secara elektronik

Peraturan
1. Jual beli informasi
2. Pemanfaatan TI dalam E-Business
3. Pengembangan security system
4. Mekanisme E-Business & Tele-
Business
5. Pelanggaran hak cipta & hak
individu
6. Kejahatan komputer

Struktur Organisasi
Kerjasama antar pelaku bisnis untuk

menjamin resource sharing,
standarisasi & keamanan investasi

Fungsi
1. Memantau semua aspek yang
terkait dengan E-Business
2. Implementasi peraturan
pemerintah & internasional

Wewenang

Prosedur
1. Pemberian insentif & fasilitas
untuk merangsang investasi TI

Kebijakan
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1.3

COMMUNITY-BASED IT

KERANGKA PRASARANA KERANGKA HUKUM KERANGKA ORGANISASI KERANGKA KEUANGAN

Kebijakan Prioritas
1. Penentuan prasarana telematika
yang efektif dan biaya murah
2. Pembentukan pusat prasarana
dan hub situs E-Business dan
komunitas UKM dalam bentuk virtual
society pada setiap propinsi
3. Peningkatan kemampuan
manajemen UKM untuk menghadapi
perdagangan elektronis
4. Pembentukan prasarana untuk
basis komunikasi antar masyarakat
dalam mendukung pelatihan dan
pemanfaatan TI (portal internet dan
on-line services)
5. Perubahan kebijakan sehingga
prasarana bisa menjadi lebih murah
6. Kebijakan yang mendukung riset
TI dan industri TI

Kebijakan Khusus
1. Ketersediaan pusat akses &
layanan informasi
2. Standar interoperabilitas TI antar
pusat layanan informasi
3. Deregulasi sektor telekomunikasi
& informasi
4. Sosialisasi penggunaan TI

Peraturan
1. Deregulasi sektor telekomunikasi
2. Anti diskriminasi dalam pelayanan
TI

Struktur Organisasi
Pemanfaatan warnet & wartel

Fungsi
1. Mengumpulkan & menyebarkan
informasi yang dibutuhkan
masyarakat

Wewenang

Pedoman
1. Penyediaan dana pembangunan
fasilitas Ti untuk masyarakat secara
bertahap
2. Pengajuan dana untuk
pembangunan fasilitas TI oleh
masyarakat

Standar
1.Penilaian kesiapan masyarakat
dalam mengadopsi TI
2. Penilaian kesuksesan investasi TI
3. Penilaian dalam pengajuan dana

Prosedur
1. Akses ke internet bagi masyarakat
2. Pengembangan TI di masyarakat

Proses
1. Penilaian pengajuan dana untuk
investasi TI
2. Penilaian kesuksesan investasi TI
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1.4

IT FOR EDUCATION

KERANGKA PRASARANA KERANGKA HUKUM KERANGKA ORGANISASI KERANGKA KEUANGAN

Kebijakan Prioritas
1. Pengembangan prasarana untuk
"distance learning" antar berbagai
organisasi (multimedia)
2. Peningkatan kualitas Perguruan
Tinggi dengan dukungan TI

Kebijakan Khusus
1. Pemanfaatan TI untuk distance
learning
2. Standar interoperabilitas TI antar
unit pendidikan
3. Pembinaan kapasitas bagi
learning support
4. Standar mutu & akreditasi
distance learning

Peraturan
1. Perlindungan konsumen
pendidikan
2. Plagiat & penipuan pada distance
learning
3. Equal access layanan TI untuk
pendidikan

Struktur Organisasi
DIsesuaikan dengan struktur

pendidikan di Indonesia disertai
akreditasi

Fungsi
1. Menjamin kualitas pengajar &
materi ajar untuk mencapai standar
kualitas pendidikan di Indonesia

Pedoman
1. Penyediaan dana untuk
pemanfaatan TI untuk pendidikan
2. Pengajuan dana kebutuhan TI
untuk mendukung kegiatan
pendidikan

Prosedur
1. Pembangunan TI untuk
pendidikan
2. Pengajuan dana untuk
pemeliharaan TI untuk pendidikan

Proses
1. Penentuan pengajuan &
penyerapan dana investasi untuk
pendidikan
2. Penentuan pihak penerima dana
investasi TI
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1.5

E-DEMOCRACY

KERANGKA PRASARANA KERANGKA HUKUM KERANGKA ORGANISASI KERANGKA KEUANGAN

Kebijakan Prioritas
1. Pengembangan model prasarana
tingkat pusat dan daerah (akses
informasi, manajemen birokrasi dan
kontrol kegiatan)
2. Penentuan prasarana bersama
antar organisasi pemerintah dalam
melakukan "resource sharing"
3. Penentuan prasarana untuk
sosialisasi kebijakan organisasi
pemerintahan
4. Pemberdayaan IT pada lembaga
eksekutif, legistlatif dan judikatif
untuk publikasi dan akses ke
masyarakat
5. Peningkatan kualitas & kuantitas
SDM untuk memelihara dan
mengembangkan prasarana yang
ada

Kebijakan Khusus
1. Ketersediaan pusat akses &
komunikasi dengan lembaga
perwakilan
2. Sosialisasi pemanfaatan pusat
akses & komunikasi badan legislatif
bagi masyarakat
3. Pemanfaatan TI dalam
berdemokrasi bagi masyarakat dan
lembaga perwakilan

Peraturan
1. Perlindungan HAM dari serangan
secara elektronis
2. Bukti elektronis

Struktur Organisasi
Disesuaikan dengan struktur

organisasi di  lembaga pemerintah
(otonomi)

Fungsi
1. Menjaring masukan masyarakat
dengan menyediakan sarana
komunikasi dengan legislatif/
eksekutif
2. Menjaring tanggapan masyarakat
terhadap kebijakan baru dengan
mengadakan e-pooling

Wewenang

Pedoman
1. Audit & indikator tingkat
pemanfaatan TI
2. Persyaratan rencana investasi TI
jangka pendek & pengembangan TI
jangka panjang
3. Persyaratan investasi TI

Prosedur
1. Penyediaan prasarana TI di
lembaga legislatif pusat & daerah
2. Pelatihan pemanfaatan TI bagi
wakil rakyat.


